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Tentang : PEMBENTUKAN PEMBANTU FEMBINA KELUARCA BERENCANA DESA RUKUN WARGA
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DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KBLUARGA BERENCANA DESA RUKUN TETANGGA
KABUPATEN DAERAH TINCKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINCKAT II BANTUL

bahwa sebagal pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 7 Tahun
1983, tentang Pembentukan Bukun Tetangga dan Rukun Warga, dengam In =
struksi Bupati Kepala Dmerah Tingkat IT Bantul Nomor * 06/B/Inst/Bt /

1987 telah dilsksanskan Pembentukan Rukun Tetangga danm Rukun Warga di

Kabupaten Daersh Tingkat II Bantule

babwa pelaksansan Gerskan Keluarga Berencana Nagional saat ini sudah
sampai peda alih peran dam alib kelola yang ditangani sendiri oleh Lem
baga Pemerintah / Swasta dan I4mbage Masyarakat, pengelola pregram se-
cara mandiri.

bahwa untuk tetap menjaga kelestarian serta kesimambungan pelaksanaan
dan pengelolasn Gerskan Keluarga Berencana Nagional dimsksud di wila =
yeh, dipendeng perlu membentuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana De—
sa (PPKBD) Rukun Warga den Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana De—
sa (Sub-PPKBD) Rulun Tetangga di Kabupaten Daerah Tingkat IT Bantul.

bahwa berdasarkan pertimbangan~pertimbangan tersebut diatas, maka per—
lu mengeluarken Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Bantul ten =~
tang Pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencena Desa (PPKBD) Ru =
kun Warga dan Sub Pembantu Pembina KeluarBa Berenvena Desa (Sub-PPKBD)
Rukun Tetangga Kabupaten Daersh Tingkat IT Bantul.

Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok~Pokok Pemerintahan di

Daerahs

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1950, tentang FPembentukan Daersh-Daerah

Kabupaten dalsm Lingkungen Daeral Istimewa Yogyakarta Jee Peraturan Pe
merinteh Nemor 32 Tehun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Un -
dang-Undang 1950 Womor 12, 13, 14 dan 153

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desaj

Keputusan Presiden Republik Indanesia Nomor 28 Tahun 1980, tentang Pe=
nyempurnagn dan Peningkatan Fungsi Lembage Sosial Desa (ISD) menjadi
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (IKMD)j

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1983, tentang Or-
genisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasionalj

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan
Rukun Tetangga dan Rukun Wargaj

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 27 Tahun 1984, tenten% Susunan Or
ganisasi den Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa IKMD) 3

Tnstrukei Gubernur Kepala Deersh Istimewa Yogyakarta Nemor 04/INSTR/
1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dem Rukun Wargaj
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9, Keputugan Bupati Kepala Daereh Tingkat II Bantul Nomor 254/B/Kep/Bt/
1990, tentang Pembentukan Tim Bperasional Kependdduken dan Keluarga
Berencana (TOP.K~KB) Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Ting =
kat Desa Kabupabten Daersgh Tingkat IT Bantulj

100 Mgtrukei Bupati Kepala Dmersh Tingkat II Bantul Nomor 6/8/Mgt/Bt/

1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MENGINSTRUKSIKAN

T, Kepada ¢ 1. Camat Kepala "ilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bemtul.
2. Kepala Desa se Kabupaten Daergh Tingkat II Bantul.

Untuk t 1. Memberikan petunjuk untuk melaksancian Pembentukan Pembantu Pembing
Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Rukun Warga dan Sub Pembantu Pembi-
na Keluarga Berencsna Desa (Sub PPKED) Rukun Tetangga di Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Membantu Pelaksenaan pembentukan Pembantu Pembina Keluaria Berencana
Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( Sub-
PPKBD) sebagaimana dimaksud angka 1 diatas.

3¢ Meninjan kembali keberadaan Lembaga-lembaga Masyarskat Pengelola Ge-
rakan Keluarga Berencana Nasional yang lain di Wilayah untuk segera

menyesuaikan diri sesual dengan ketentuan angka 1 diatas.

4o Melgporkan pelaksanasn ketentuan angka 1 kepada Bupati Kepala Dgerah

Tingkat II Bantul.

II, Instruksi ini agar dileksanskan dengan penub tanggung jawab.

IITe Ingtrukei ini mulai berlgiu sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

t Bantul

3 FER 1947
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Gubernur Kepale Daerab Istimewa Yogyskarta;
Ka. BKKBN Propingi DIY;

Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
Ketua DPRD Kabo Dati II Bantulj

Kae Dinas Kesehatan Kabo Dati II Bantulj
Kao BKKEN Kgb. Dati II Bantulj

Ka. Bappeda Kabe Dati IT Bantul;

Kae Ttwilkabe Dati II Bantulj

Ka. Kan. Bangdes Kabo Dati IT Bantulj

Ka. Bag. Kesra Setkabe Dati II Bantuly
Kae Bag. Femerintahan Setkabe Dati IT Bantulj
Ketua TP. PKK Kabe Dati II Bantulj

Camat se Kabe Dati WN Bantulj

Kepala Desa se Kabe Dati II Bantul.




